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ABSTRAK

Industri kelapa sawit di Indonesia mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian,
namun masih dihadapkan pada tantangan keberlajutan, termasuk kerusakan lingkungan
dan deforestasi (penggundulan hutan). Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Qil (ISPO)
diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dan memastikan
praktik pertanian yang dilakukan petani adalah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan para petani swadaya di Kecamatan
Sengah Temila Kabupaten Landak, dalam menerapkan standar dan kriteria ISPO. Metode
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis kesenjangan (gap) untuk
mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip ISPO oleh petani. Hasil penelitian menunjukan
bahwa petani swadaya di Desa Pahauman tidak memiliki kesiapan dalam menerapkan ISPO
karena kriteria utama yaitu organisasi kelembagaan yang belum dilaksanakan sama sekali
oleh petani, dengan hasil persentase penilaian sebesar 48,8%. Beberapa kendala yang
dihadapi termasuk minimnya pengetahuan tentang ISPO, kurangnya organisasi
kelembahaan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pelatihan. Oleh karena itu,
disarankan agar dapat dilakukan program penyuluhan dan pelatihan yang lebih intensif
untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan petani untuk dapat memiliki keseiapan
dalam menerapkan indikator-indikator ISPO, sehingga dapat mendukung keberlanjutan
produksi kelapa sawit di daerah tersebut.

Kata Kunci: ISPO, Kelapa Sawit, Kesiapan, Petani Swadaya

1. Pendahuluan
Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian
Indonesia (Limansetyo, 2021). Kontribusi dari sektor ini mencakup berbagai aspek, mulai

dari penyedia lapangan kerja, hingga kontribusi dalam peningkatan devisa Negara melalui

ekspor komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data yang ditemukan, pada tahun 2023, total
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areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 15,44 juta hektar, dengan
produksi mencapai 44,99 juta ton Crude Palm Oil (CPO) (Badan Pusat Statistik, 2024).
Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, sektor industri kelapa sawit juga dihadapkan
pada tantangan besar dalam aspek keberlanjutan. Salah satu isu yang paling menonjol
adalah kerusakan lingkungan dan deforestasi yang sering dikaitkan dengan ekspansi area
tanam kelapa sawit, terutama di lahan gambut dan hutan primer. Untuk mengatasi masalah
ini, pemerintah Indonesia meluncurkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
pada tahun 2011. Sertifikasi ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,
memperkuat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar globall, serta meningkatkan
pemahaman tentang isu-isu lingkungan (Forest Watch Indonesia (FWI), 2017).

Menurut Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020, pekebun kelapa sawit swadaya
diharuskan memiliki sertifikasi ISPO (Santoso & Saputra, 2020). Bisnis perkebunan petani
swadaya harus mematuhi prinsip dan standar berikut: legalitas lahan; organisasi dan
pengelolaan bisnis kebun swadaya; pengelolaan dan pengawasan lingkungan; dan
pengembangan bisnis yang berkelanjutan. (Permentan, 2015). Pada tahun 2023, tingkat
pencapaian standar ISPO yang diatur oleh Permentan No. 38 Tahun 2020 untuk
perkebunan kelapa sawit yang dikelola sendiri baru mencapai 57,04%, yang masih jauh dari
setengah persen dari sasaran pemerintah untuk mencapai 100% pada tahun 2025, yang
mengharuskan semua petani swadaya mendapatkan sertifikat ISPO (Hadi et al., 2023).
Faktor utama yang menghambat petani kelapa sawit swadaya dalam menerapkan sertifikasi
ISPO yaitu berkaitan dengan legalitas lahan, legalitas bibit, serta pemahaman petani
mengenai pengelolaan lingkungan (Dharmawan et al., 2019)

Kecamatan Sengah Temila yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat,
merupakan salah satu daerah yang menawarkan potensi signifikan untuk pengembangan
perkebunan sawit, terutama di kalangan petani swadaya. Kabupaten Landak memiliki luas
lahan tanaman Perkebunan kelapa sawit sebesar 100.770Ha pada tahun 2023, dan untuk
Kecamatan Sengah Temila sendiri memiliki jumlah petani kelapa sawit sebanyak 6.907 kk
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2024). Namun, berdasarkan survei pendahuluan
yang dilakukan secara langsung di lapangan, ternyata masih banyak petani yang tidak
mengetahui bahwa ada kebijakan pemerintah untuk memberikan kewajiban sertifikasi ISPO
kepada petani swadaya. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan,
akses yang terbatas, serta ketergantungan pada metode tradisional membuat tingkat

kesiapan petani dalam menerapkan ISPO belum optimal.

118



P ISSN: 2527-8479 Media Agribisnis
E ISSN: 2686-2174 Volume 9 Issue 2: 117-136

Oleh sebab itu penelitian ini penting dilaksanakan sebagai landasan untuk
mengetahui tingkat kesiapan petani swadaya dalam menerapkan ISPO di Kecamatan
Sengah Temila. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala yang dihadapi oleh
petani swadaya, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif
dalam meningkatkan penerapan ISPO di tingkat petani kecil. Penelitian ini juga diharapkan
bisa memberikan manfaat atau kontribusi untuk upaya peningkatan keberlanjutan dalam

sektor kelapa sawit di Kabupaten Landak dan sekitarnya.

2. Metode

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Secara umum,
penelitian ini melibatkan wawancara dan kuesioner sebagai alat utama untuk menggali
informasi yang lebih mendalam, memungkinkan adanya eksplorasi yang lebih subjektif
terhadap topik yang dibahas. Untuk menentukan tingkat kesiapan petani swadaya dapat
dilihat dari rentang persentase yang didapatkan melalui pendekatan Gap Analysis (Analisis
kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di Desa Pahauman. Pemilihan lokasi ini dikarenakan
jumlah petani kelapa sawit swadaya di Desa Pahauman lebih banyak dibandingkan dengan
13 desa lainnya di Kecamatan Sengah Temila, dengan total petani mencapai 1. 120 kepala
keluarga. Data ini diperoleh langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Landak.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non-probability, melalui
Teknik sampel purpovise sampling (Sugiyono, 2014). Untuk mengetahui berapa banyak
sampel yang diperlukan, maka digunakan rumus Slovin. (Sevilla et al., 2006) dengan batas
toleransi kesalahan 15% dengan kemungkinan dapat mewakili seluruh populasi yang ada

di Desa pahauman (Dali et al., 2017)

ne_ N __
1+ Ne?
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e = Batas Toleransi Kesalahan (margin of error) = 15%
Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam

penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut:
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N

"1 F Ne?

_ 1.120
~ 1+ 1.120(0,15)2

n

n = 42,2 atau 42

Penghitungan jumlah minimal sampel yang perlu diambil dalam studi ini ditentukan
sebanyak 42 petani swadaya, dengan syarat pemilihan sampel adalah petani kelapa sawit
swadaya yang telah menjalankan praktik budidaya kelapa sawit selama sekurang-
kurangnya 5 tahun. Penggunaan toleransi 15% dengan jumlah sampel sebanyak 42 dari
populasi 1.120 orang dipakai dengan mempertimbangkan beberapa aspek metodologis dan
praktis. Dalam penelitian sosial, terutama yang bersifat eksploratif atau pendahuluan,
margin of error sebesar 15% masih dianggap wajar karena tujuannya bukan untuk
menghasilkan estimasi yang sangat presisi, melainkan untuk mendapatkan gambaran
umum dari populasi (Suresh & Chandrashekara, 2012). Ukuran sampel yang lebih kecil juga
sering kali dipilih karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Dalam
konteks ini, sampel sebanyak 42 orang sudah dapat mencerminkan populasi secara umum
jika diambil secara acak dan mewakili karakteristik populasi. Bahkan, menurut (Isaac &
Michael, 1981) untuk populasi lebih dari 1.000 orang, ukuran sampel antara 30 hingga 50
orang masih dapat digunakan untuk analisis deskriptif awal selama tidak ditujukan untuk
generalisasi yang sangat presisi.

Penelitian ini mengandalkan dua kategori sumber informasi utama, yaitu data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di
lokasi dengan petani mandiri yang tinggal di Desa Pahauman. Data sekunder didapatkan
dari berbagai referensi yang berhubungan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan dari lembaga
yang relevan, serta peraturan pemerintah tentang ISPO.

Variabel yang dipakai dalam studi ini meliputi prinsip, kriteria, serta indikator ISPO
yang terdiri dari aspek legalitas kebun mandiri, pengelolaan dan organisasi perkebunan,
serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk usaha untuk meningkatkan
kegiatan secara berkelanjutan. Semua elemen tersebut mengacu pada panduan yang telah
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2020 yang berhubungan
dengan Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO dalam Peraturan Menteri Pertanian No.
11/2015.
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Penelitian ini menggunakan skala guttman, yang merupakan salah satu tipe skala
pengukuran ordinal untuk menilai tingkat persetujuan atau kekuatan suatu sikap, pendapat,
atau perilaku secara keseluruhan (Sugiyono, 2014). Dengan pilihan jawaban yang dibatasi
pada dua opsi, yaitu “Ya” dan “Tidak” dan terdapat dua opsi untuk ketersediaan bukti berupa
dokumen yang harus dimiliki, yaitu “Ada” dan “Tidak”, dan menggunakan pertanyaan
terbuka dalam agar mendapatkan jawaban yang lebih menddalam dari responden. Hasil

keseluruhan skor kemudian dihitung menggunakan rumus gap yaitu:

Gap = Skor X 100%
ap = 41 0

Rentang persentase penilaian yang digunakan dalam mengukur tingkat kesiapan
petani swadaya sebagaimana telah diungkapkan di dalam penelitian (Crismanto et al.,
2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rentang Persentase Penilaian

Persentase Uraian
0% - 50% Tidak ada penerapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
tertulis. Pelatihan khusus masih diperlukan untuk pelaksanaannya.
51% - 75% Masih ada beberapa syarat yang belum dilaksanakan, tetapi ada
beberapa syarat yang sudah dilaksanakan meskipun tidak tercatat.
76% - 89% Beberapa persyaratan telah dijalankan tetapi masih belum Konsisten.
90% - 95% Persyaratan telah dijalankan tetapi belum konsisten

3. Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 42 orang responden yang terdiri dari petani kelapa sawit
dengan pola swadaya yang berdomisili di Desa Pahauman.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik Frekuensi Presentase (%)

Umur

25-39 12 28,57%

40 - 53 24 57,14%

>54 6 14,28%
Pendidikan

SD 8 19,04%

SMP 8 19,04%

SMA 23 54,76%

S1 3 7,14%
Lama Bertani

5-10 31 73,80%

11-15 7 16,66%

>16 4 9,52%
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Karakteristik Frekuensi Presentase (%)

Luas Lahan

<1-5 39 92,85%

6-11 2 4,76%

>12 1 2,38%
Umur Tanaman

5-10 34 80,95%

11-15 7 16,66%

>16 1 2,38%

Sumber: Data Primer Diolah (2024)

Sesuai dengan tabel 1 yang telah disebutkan yaitu data dari karakteristik petani yang
ada di Desa Pahauman terlihat bahwa mayoritas petani di Desa Pahauman menunjukan
kekuatan fisik yang baik serta tingkat produktifitas tenaga kerja yang tinggi, terutama di
kelompok usia antara 25 — 53 tahun, dengan tingkan pendidikan paling tinggi SMA.
Sebagian besar petani memiliki pengalaman bertani serta umur kelapa sawit yang berkisar
antara 5 — 10 tahun yang bisa dibilang masih dalam tahap pengembangan. Kepemilikan

lahan yang dimiliki oleh rata-rata petani yaitu +1 Ha atau lebih.

Penerapan prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO Oleh Petani Swadaya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 yang mengacu pada
Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun
2015 yang mengatur sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia terdapat
pada lampiran VIl yang menetapkan empat prinsip, tujuh kriteria, dan empat puluh satu
indikator untuk kelapa sawit yang dikelola secara mandiri. Keempat prinsip ISPO tersebut
adalah (i) Legalitas kebun dari petani swadaya, (ii) Organisasi petani dan pengelolaan
kebun petani swadaya, (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan (iv) Peningkatan
usaha secara berkelanjutan. Berikut ini data dari hasil wawancara dengan kuesioner yang
telah dilakukan kepada para petani swadaya, dimana hasil ini akan dibandingkan dengan
panduan Permentan tentang sertifikasi ISPO dan akan diketahui gap dari indikator-indikator
ISPO. Data ini akan memberikan penjelasan yang rinci tentang indikator ISPO yang telah
diimplementasikan oleh petani, serta indikator yang belum diimplementasikan beserta
sebab-sebabnya. Untuk lebih memahami tingkat penerapan petani swadaya terhadap

indikator legalitas kebun, lihat gambar di bawah ini.
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Prinsip Legalitas Kebun Petani Swadaya

Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Kebun Swadaya

60 23% 100%

40
20 7% 0% I
0 |

Bukti kepemilikan Kepemilikan STDB
Tanah

W JawabanYa ®Jawaban Tidak

Gambar 1. Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Kebun Swadaya

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Panduan Permentan No. 11 Tahun 2015 untuk dapat menerapkan prinsip ISPO
tersebut petani swadaya harus menyediakan dokumen yaitu bukti kepemilikan kebun kelapa
sawit harus berasal dari lahan yang legal, baik itu tanah milik pemerintah, tanah adat atau
ulayat, milik desa, atau juga tanah pribadi milik petani. (Permentan, 2015). Pada hasil dalam
gambar 1 diatas terlihat bahwa pada kriteria legalitas dan pengelolaan kebun swadaya
masih terdapat gap, karena terdapat satu indikator yang belum bisa sama sekali untuk
dipenuhi oleh petani. Hasil dari penerapan kedua indikator tersebut sejalan dengan
penelitian (Sabinus et al., 2021). Dimana tingkat kepemilikan sertifikat tanah oleh petani

swadaya cukup tinggi, namun dokumen lain seperti STDB sangat rendah.

Kriteria Lokasi Kebun

40 81% 33%

30

20 19% 17%

10

0 [ | [ |
Akses lokasi Lokasi Sesuai
Pengumpulan Penetapan Tata

TBS Ruang

M JawabanYa MW Jawaban Tidak

Gambar 2. Kriteria Lokasi Kebun
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
Gambar 2 di atas akses yang dimaksud meliputi infrastruktur jalan yang baik, lokasi
tidak terlalu jauh untuk menuju TPH (Tempat Pengumpul Hasil) ataupun pabrik (maksimal
24 jam setelah panen), dan mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut TBS (Permentan,

2015). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebun petani swadaya di Desa
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Pahauman sudah memenuhi persyaratan dasar ISPO, Sehingga pada kriteria Lokasi kebun
tidak terdapat gap karena semua indikator telah diterapkan oleh Sebagian besar petani.

Penemuan ini sesuai dengan studi yang telah dilakukan oleh (Lababa, 2021).

Prinsip Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan Kebun Swadaya
Kriteria Organisasi Kelembagaan Kebun petani Swadaya

50 100% 100% 100% 100%

40
30
20
10 0 0 0 0
0

Bukti Petani Masuk Dokumen Dokumen Rencana Laporan kegiatan
kelompok Tani Pembentukan & Kegiatan kelompok tani
Susunan kelompok Operasional
Tani

M JawabanYa M Jawaban Tidak

Gambar 3. Kriteria Organisasi Kelembagaan Kebun Petani Swadaya

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Dari data pada Gambar 3 terlihat bahwa seluruh petani swadaya di Desa Pahauman

tidak memiliki struktur organisasi apapun atau tidak ada satupun petani yang tergabung di
dalam kelompok tani. Petani tidak dapat mendaftar sertifikasi ISPO tanpa memiliki kelompok
tani karena salah satu syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi adalah dengan
bergabung ke dalam lembaga atau koperasi yang berbadan hukum (Permentan, 2015). Ini
selajan dengan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa banyak petani tidak
berpartisipasi dalam kelompok petani akibat minimnya keberadaan organisasi semacam itu
(Zainuddin et al., 2025). Sehingga untuk kriteria organisasi kelembagaan Kebun Petani
Swadaya masih terdapat gap karena secara keseluruhan belum ada indikator yang

diterapkan oleh petani.

Kriteria Pembukaan Lahan

50 100%
40

67% 71%
30
i I = - I
- Ml o
; |

Buka Lahan Tanpa Kaidah Konservasi Dokumen
Bakar Lahan dan Air Pembukaan Lahan

T Bak
mlawabanYa mJawaban Tidak anpa Bakar

Gambar 4. Kriteria Pembukaan Lahan
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
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Ketentuan dalam Permentan No. 11 tahun 2015 menanam tanaman penutup tanah,
membangun sistem drainase dan terasering, dan pada lahan miring ditanami dengan
melakukan terasering (Permentan, 2015). Dari tiga indikator yang ditetapkan, belum secara
maksimal diterapkan oleh sebagian besar petani, dari tiga indikator yang ditetapkan belum
secara maksimal diterapkan oleh sebagian besar petani, sehingga masih terdapat gap
dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa
adanya tantangan dalam memahami manfaat jangka panjang serta keterbatasan sumber
daya untuk pelaksanaan, yang menjadi hambatan utama dalam implementasi standar

ramah lingkungan di lapangan (Dharmawan et al., 2019).

Kriteria Pembenihan

40 74%
20 60% 60%

40% 40%
: I = I
v l l
O .

Benih Bersertifikat  Pembenihan Tersedia Catatan
Sesuai Pedoman Asal Benih

W JawabanYa M Jlawaban Tidak

Gambar 5. Kriteria Pembenihan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Permentan No. 11 tahun 2015 menyatakan bahwa benih atau bahan tanaman yang
dipergunakan wajib berasal dari benih unggul yang telah dibina dan dikembangkan secara
resmi, berasal dari sumber yang telah diakui oleh pemerintah, serta telah melalui proses
sertifikasi oleh Lembaga yang memiliki kewenangan. Terlihat dari data pada gambar 5
bahwa untuk kriteria pembenihan karena sebagian besar petani telah menerapkan ketiga
indikator tersebut, tetapi masih ada sebagian petani yaitu sekitar 40% yang masih belum
memenuhi ketiga indikator tersebut, sehingga secara keseluruhan tidak terdapat gap pada
kriteria ini. Temuan studi di atas mirip dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan
bahwa walaupun banyak petani telah mengikuti praktik berdasarkan pedoman, masih ada

sekelompok kecil petani yang belum mematuhi peraturan yang ada (Apriyanto et al., 2020).
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Kriteria Penanaman pada Tanah Mineral

79%
A0 e 52%

P | -
0 |

Penanaman Sesuai Catatan
GAP Penanaman

W Jawaban¥a MW Jawaban Tidak

Gambar 6. Kriteria Penanaman pada Tanah Mineral

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Praktik budidaya yang sesuai dengan GAP pada Permentan 2015 menetapkan
bahwa pedoman teknis dalam kegiatan penanaman harus memuat informasi mengenai
capaian luas area tanaman secara aktual, mengatur jumlah pohon yang ditanam dan
penentuan jarak tanam harus disesuaikan dengan karakteristik lahan dan mengikuti prinsip-
prinsip budiaya yang berkelanjutan, serta pembuatan terasering untuk kontur lahan yang
miring, masih belum diadopsi secara baik oleh seluruh petani dan masih dianggap sepele
oleh petani. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa meskipun terdapat pedoman
teknis seperti GAP, adopsi di lapangan masih rendah, terutama pada aspek pencatatan dan
dokumentasi, serta hal-hal yang dianggap sepele oleh petani (Dharmawan et al., 2019).
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam
penerapan GAP di kalangan petani swadaya di Desa Pahauman, terutama dalam aspek

pencatatan penanaman.
Kriteria Penanaman pada Lahan gambut
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100% 100%
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0
Penanaman Sesuai Catatan Penanaman

Pedoman Teknis

HJawabanYa ™ Jawaban Tidak

Gambar 7. Kriteria Penanaman pada Lahan Gambut
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
Salah satu faktor yang dapat menjelaskan data di atas adalah kondisi lahan di Desa

Pahauman yang bukan merupakan lahan gambut. Sebagian besar wilayah di Desa
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Pahauman didominasi oleh tanah mineral dengan karakteristik tanah podsolik merah kuning

(PMK).

Kriteria Pemeliharaan Tanaman
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Catatan Pemupukan Catatan

Pemeliharaan

W JawabanYa ®Jawaban Tidak

Gambar 8. Kriteria Pemeliharaan Tanaman

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan dari Menteri Pertanian Tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO untuk
pengelolaan tanaman kelapa sawit melibatkan berbagai aktivitas, seperti memastikan
jumlah tanaman tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan melalui penyisipan,
perawatan terasering, dan pengelolaan ketinggian air melalui sistem drainase.(Permentan,
2015). Bagi petani swadaya alasan mereka sering mengabaikan pencatatan karena
kurangnya pemahaman, rendahnya literasi, keterbatasan akses pelatihan, serta persepsi
bahwa pencatatan tidak memberikan manfaat langsung terhadap hasil panen mereka.
Penelitian sebelumnya menyatakan hal yang sama bahwa kekurangan dalam pencatatan
dan dokumentasi merupakan aspek penting dari ISPO, terutama dalam Kkonteks
pelaksanaan dan pengawasan yang rutin, menjadi tantangan terbesar bagi para petani
untuk menerapkan standar sertifikasi ISPO dengan efektif. (Rosnita et al., 2022). Hal ini
tentu saja menciptakan gap yang cukup besar dalam kesiapan mereka untuk mengadopsi

praktik pertanian yang lebih profesional, terutama pada indikator catatan pemeliharaan.

Kriteria Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
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Gambar 9. Kriteria Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
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Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015 yang mengatur sistem sertifikasi ISPO
mensyaratkan bahwa pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip Pengendalianh Hama Terpadu (PHT). Prinsip ini
mencakup penerapan Teknik budidaya yang tepat, menjaga kebersihan area perkebunaan,
serta memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid, predator, dan agens hayati lainnya
(Permentan, 2015). Masih terdapat gap dalam kesiapan petani, terutama dalam
pengamatan, pencatatan OPT, dan tenaga pengendali terlatih. Pada penelitian sebelumnya
ditemukan kesamaan bahwa rendahnya pelaksanaan aspek pengamatan dini dan
pencatatan OPT, serta minimnya tenaga trampil yang mendukung disebabkan oleh

minimnya pelatihan, edukasi, dan dukungan sumber daya manusia (Soebirin et al., 2021).

Kriteria Pemanenan
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Gambar 10. Kriteria Pemanenan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Petunjuk pelaksanaan pemanenan yang sesuai dengan Permentan 2015 harus
mencakup persiapan meliputi pengadaan sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas
pendukung lainnya, melakukan penentuan standar kematangan buah dan jadwal rotasi
panen sesuai petunjuk dengan teknis (Permentan, 2015). Berdasarkan informasi di atas,
dapat dilihat bahwa tidak ada celah, karena semua indikator telah diimplementasikan
dengan baik. Pernyataan ini sesuai dengan studi yang dilakukan sebelumnya yang terletak
pada tingginya kesadaran petani terhadap penerapan indikator utama ISPO (khususnya
aspek panen), namun tetap terdapat kekurangan pada penerapan indikator administrasi

atau manjerial seperti pencatatan dan monitor lingkungan (Soebirin et al., 2021).
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Kriteria Pengangkutan Buah
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Gambar 11. Kriteria Pengangkutan Buah

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Petunjuk pengangkutan buah (TBS) pada Permentan 2015 berisikan ketentuan yaitu
ketersediaan moda tranportasi beserta fasilitas pendukungnya, buah harus terjaga dari
kerusakan, buah terlindung dari kerusakan fisik, kontaminasi, kehilangan, ketepatan waktu
sampai di lokasi pengolahan, dan jarak kebun ke pabrik pengolahan harus cukup dekat agar
menjamin kualitas buah tetap terjaga hingga tiba di tempat tujuan (Permentan, 2015).
Meskipun transportasi dan alat pengangkutan telah memenuhi standar yang baik, masih
terdapat gap pada kriteria pengangkutan buah, terutama pada indikator pencatatan jumlah
pengangkutan TBS ke pabrik. Hal ini mencerminkan bahwa memiliki akses alat transportasi
yang baik tidak otomatis diikuti dengan peningkatan kualitas sistem pencatatan dan

pelaporan, sehingga efisiensi logistik dan transparansi tetap terganggu (Lestari, 2018).

Kriteria Penjualan dan Kesepakatan harga TBS
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Gambar 12. Kriteria Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
Peraturan Menteri Pertanian pada tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO
untuk kriteria penjualan dan kesepakatan harga TBS mencakup syarat-syarat seperti
adanya catatan mengenai harga TBS serta data pembelian yang dilakukan oleh pembeli,
termasuk perusahaan atau pabrik. Selain itu, juga harus ada sumber informasi harga yang
digunakan untuk menentukan harga beli TBS, yang diawasi secara berkala oleh petani,
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kelompok tani, dan/atau koperasi secara teratur agar proses pembelian berlangsung
dengan adil dan transparan (Permentan, 2015). Tidak terdapat gap pada kriteria penjualan
dan kesepakatan harga TBS, karena hampir sebagian petani telah menerapkan keempat
indikator dengan baik, meskipun ada beberapa petani di bawah 10% yang belum memenuhi
indikator tersebut. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang
megindikasikan bahwa mayoritas petani telah memenuhi kriteria ISPO dengan baik, namun
masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai penerapan penuh dan konsistes
(Dharmawan et al., 2019).

Prinsip Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Kriteria Kewajiban Terkait Izin dan Lingkungan
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Gambar 13. Kriteria Kewajiban Terkait I1zin dan Lingkungan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan Menteri Pertanian 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO menetapkan
kriteria kewajiban terkait izin dan lingkungan. Setiap pelaku usaha harus memperoleh izin
lingkungan sebelum memulai usaha atau kegiatan bisnisnya. Namun, untuk kegiatan yang
memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), izin lingkungan terpisah
tidak diperlukan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLPH) (Permentan, 2015).
Faktor utama yang menyebabkan tingginya gap pada kriteria ini adalah kurangnya
sosialisasi dari pihak terkait, minimnya pendampingan dalam proses administrasi, serta
keterbatasan sumber daya petani untuk menyusun dan melaksanakan dokumen SPPL.
Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesiapan petani tersebut
disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan, serta dukungan administratif

nyata dari pemerintah atau lembaga terkait (Yusmini & Heriyanto, 2017)
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Kriteria Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran
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Gambar 14. Kriteria Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
Dalam Permentan Tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO untuk kriteria
pencegahan dan penanggulangan kebakaran mewajibkan petani untuk untuk menangani
kebakaran yang mungkin terjadi, Dibutuhkan kerja sama di setiap lingkungan sesuai dengan
Panduan untuk Mencegah dan Menanggulangi Kebakaran yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perkebunan (Permentan, 2015). Analisis gap menunjukkan bahwa sebagian besar
petani telah menerapkan kedua indikator, sehingga tidak terdapat kesenjangan pada kriteria
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang
mengungkapkan bahwa mayoritas petani sudah melaksanakan indikator ISPO namun
sebagian kecil belum optimal, karena faktor eksternal dan internal yang menghambat
pelaksanaan ISPO (Triningsih et al., 2024).

Kriteria Pelestarian Biodiversity
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Gambar 15. Kriteria Pelestarian Biodiversity
Sumber: Data Primer Diolah (2025)
Menurut Permentan Tahun 2015, satwa langka yang dipelihara di luar habitatnya
wajib dikembalikan ke habitat aslinya dengan melakukan kolaborasi dengan instansi Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, karena ada pedoman mengenai satwa
dan tumbuhan langka yang harus dilindungi di kebun untuk menjaga keberlangsungan
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spesies tersebut (Permentan, 2015). Untuk itu, dari hasil survey di atas terdapat gap dalam
kesiapan petani pada kriteria pelestarian biodiversity terutama pada indikator penerapan
praktik pencatatan satwa dan tumbuhan. Hasil penelitian tersebut juga diungkapkan sama
dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya gap antara tingkat kesadaran
yang tinggi terhadap indikator ISPO khususnya pada indikator dokumentasi dan pencatatan
(Yusmini & Heriyanto, 2017).

Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan
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Gambar 16. Kriteria Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Permentan Tahun 2015 tentang sertifikasi ISPO untuk kriteria peningkatan usaha
secara berkelanjutan menyatakan bahwa pekebun, kelompok tani, koperasi juga memiliki
kewajiban untuk melakukan perbaikan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan
(Permentan, 2015). Para petani telah berupaya meningkatkan produktivitas kebunnya
melalui berbagai Tindakan, seperti mengganti tanaman sawit ynag mati dengan bibit baru,
memberikan pupuk pada tanaman yang pertumbuhannya tidak optimal atau mengalami
kerusakan, serta melakukan penebangan pada pohon sawit yang tidak lagi menghasilkan
buah. Namun, upaya-upaya tersebut menunjukan masih adanya kesenjangan dalam
penerapan prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan. Hal tersebut sejala dengan
penelitian sebelumnya yaitu menurut pengalaman petani dan petani cenderung lebih focus
pada pencapaian hasil produksi akhir dibandingkan dengan perbaikan jangka Panjang

dalam pengelolaan kebun mereka (Apriyanto et al., 2020).

Analisis Kesenjangan (gap) Untuk Kesiapan Petani

Untuk memahami seberapa siap petani kelapa sawit swadaya di Desa Pahauman
dalam upaya mengimplementasikan ISPO, penelitian ini memanfaatkan analisis
kesenjangan (gap). Analisis ini bertujuan untuk melihat gap antara harapan (prinsio, kriteria,

dan indikator ISPO) dengan kenyataan (Penerapan yang sudah dilakukan petani). Rata-
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rata total skor yang diperoleh dari 41 indikator ISPO yaitu terdapat 20 indikator yang memiliki
tingkat kesiapan dalam penerapan yang cukup baik oleh petani swadaya, sehingga
persentase yang dihasilkan yaitu 48,8% (perhitungan dilakukan dengan menggunakan
rumus gap). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukan bahwa
persentase penilaian berada pada rentang 0%-50% yang berarti petani tidak melakukan
penerapan yang sesuai dengan indikator ISPO.

Untuk setiap variabel, tingkat presentasinya berbeda-beda. Kriteria Legalitas Kebun
Swadaya mencapai 75%, sedangkan Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan Kebun
Swadaya berada di angka 48%. Kriteria Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
mendapatkan nilai 43%, dan kriteria Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan mencatat
angka 30,9%. Berdasarkan nilai persentase dari masing-masing variabel yang diperoleh
dengan perhitungan gap menunjukan bahwa hanya prinsip Legalitas Kebun Swadaya yang
telah memenuhi persyaratan untuk tingkat kesiapan, karena telah melebihi persentase
sebesar 50%, sedangkan untuk prinsip Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan kebun
Swadaya, Pengelolaam dan Pemantauan Lingkungan, dan prinsip Peningkatan Usaha

Secara Berkelanjutan dinyatakan belum siap karena nilai persentase kurang dari 50%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa petani swadaya di Desa Pahauman dalam tingkat kesiapannya untuk menerapkan
sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sehingga petani tersebut
dinyatakan tidak siap, karena terdapat kriteria paling utama yaitu kriteria organisasi
kelembagaan yang belum dilaksanakan sama sekali oleh petani. Hal ini juga ditunjukan
dengan persentase kesiapan sebesar 48,8% atau hanya (20) indikator yang teridentifikasi
bahwa petani memiliki kesiapan dalam penerapannya, tetapi masih tidak terlihat kesiapan
yang sesuai dengan persyaratan yang tertulis dalam sistem sertifikasi ISPO, serta masih
memerlukan pelatihan khusus dalam kesiapan untuk menerapkan indikator-indikator ISPO.
Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh petani swadaya di Desa Pahauman meliputi
kelembagaan petani dimana kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi belum
optimal, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani masih sangat minim
terhadap keberlanjutan, serta akses terhadap sumber daya yang terbatas terhadap
teknologi, pendampingan teknis, dan pelatihan menjadi hambatan yang signifikan.

Meskipun terdapat potensi besar dalam sektor kelapa sawit di daerah ini, tetapi rendahnya
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tingkat kesiapan menunjukan bahwa petani swadaya di Desa Pahauman belum
sepenuhnya siap untuk memenuhi standar dan kriteria ISPO, maka masih terdapat gap atau

terdapat 51,2% (21) indikator lainnya yang belum diterapkan dengan baik oleh petani.
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